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PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Keluarga
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun 2024,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor );

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
960);

. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung tahun 2023 Nomor );

Peraturan Desa Kedungumpul Nomor Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024 (Berita
Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor ).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Desa adalah desa Kedungumpul

Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungumpul

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungumpul

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa
dan bersifat mengatur.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit
Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
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. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga
yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
khusus/insidentil.

BAB II
PRIORITAS

Pasal 2
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas
yang bersumber dari Dana Desa untuk:
a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
c. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan
pelayanan sosial dasar.
Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-
alam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease -19 (COVID-19).

BAB III
PENGANGGARAN DAN KPM
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3
BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub
bidang keadaan mendesak.
Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada KPM BLT Desa.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan

kriteria sebagai berikut:

a.
b.

kehilangan mata pencaharian;
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau
difabel;

c. Tidak menerima bantuan sosial rogram Keluarga Harapan;

d.

Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV



Uraian lebih lanjut mm ' BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan mmﬁ.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungumpul.

Ditetapkan di Desa Kedungumpul

jangkan di Desa Kedungumpul
¥ tanggal, 30 Desember 2023




BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS/MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
NOMOR 137/XI1/2023

Pada hari ini sabtu Tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga
dilaksanakan Muyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil Validasi, Finalisasi dan
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam rangka
Perencanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 di Desa Kedungumpul Kecamatan
Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa;
BPD;
Perangkat Desa;
Perwakilan tokoh masyarakat;

a r 0N

Unsur lainnya.

Sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber
dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil adalah:
A. Materi

1. Pembukaan

2. Laporan dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk BLT
Desa dan Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil pendataan penerima BLT Desa
Tahun 2024.
Validasi dan Finalisasi penerima BLT Desa Tahun 2024.
Penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima BLT Desa Tahun 2024.

Sinkronisasi data-data penerima bantuan lainnya.

o 0 bk~ w

Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : MUKAYAT dari unsur BPD

Notulen : RINA FRESTIA dari unsur BPD

Narasumber : 1. Hendro Wacono dari Kepala Desa
2. Agus Irwanto dari Pendamping Lokal Desa
3. Nur Saud dari Pendamping Desa
oo, (0 = | o T



Setelah dilakukan pembahasan dan diskuss s=rhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah
Desa Insidentil tentang validasi, finaksasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yaiu:

1. Kesepakatan Kriteria Calon Penerima BLT Desa

.................................
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2. Hasil Validasi dan finalisasi Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang
ditetapkan menjadi Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dnpergunakan sebaganmana mestinya.

Mengetahuu ?rfungumpul, 3 \Desember 2023
Kepala Dasa\Kedung pul PimpmarLM 3 awarah

P.UMM‘ faditah




MUSYAWARAH DES& - DESA INSIDENTIL

VALIDASI, FI SI DAN PEN { DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG T8 SA (BLT DESA)
Pembukaan Y
~ AMNT
Laporan dari Kepala Desa (. D na Desa Tahun 2024 untuk BLT Desa

pendataan. ilﬂ pendataan keluarga penerima
manfaat BLT Desa Tahun 2024)

Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024

Penetapan hasil akhir daftar nama calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
Tahun 2024

Sinkronisasi data-data penerima bantuan lainnya

Notulen,




DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUSMUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)
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